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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula perekonomian secara 

global. Globalisasi mendorong negara-negara untuk bergerak semakin cepat agar 

bisa mengikuti perkembangan yang ada. Salah satu caranya adalah dengan 

mendorong pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi tidak terlepas 

dari diperlukannya ketersediaan dana. Salah satu cara memperoleh dana yang 

digunakan masyarakat adalah meminjam dana yang disediakan oleh perbankan 

nasional. Perbankan memang memiliki peranan untuk meminjamkan dana kepada 

masyarakat seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu sebagai penyalur 

dana untuk masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dapat 

digunakan sebagai tambahan dana yang diperlukan bagi kegiatan usaha para 

nasabah debitur, tambahan dana tersebut sangat menunjang kegiatan bisnis pada 

khususnya dan kegiatan ekonomi pada umumnya.  

 Penyaluran dana yang dilakukan bank kepada masyarakat adalah kegiatan 

usaha bank meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk hutang atau 

kredit. Dana yang dipinjamkan oleh bank dikembalikan dengan jangka waktu 

tertentu dengan tambahan pemberian bunga. Seperti yang sebutkan dalam Pasal 1 

butir 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
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disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
1
 

Bank dalam memberikan penyaluran dana atau kredit kepada masyarakat juga 

harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan 

prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 

usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang 

dipercayakan padanya. Berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan, menyatakan 

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
2
  

 Prinsip kehati-hatian bank sangatlah penting dikarenakan kredit yang 

diberikan bank selalu mengandung resiko akan terjadinya gagal bayar, kredit 

macet, dan juga wanprestasi seperti pembayaran melebihi dari jangka waktu yang 

ditentukan. Tentu hal demikian dapat merugikan pihak bank yang memungkinkan 

dapat menghambat aktivitas bank. Maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu 

bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang 

nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor-

faktor lainnya. Tujuan analisis adalah agar bank yakin bahwa kredit yang 

diberikan benar-benar aman.
3
 

 Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa : 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniaty, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 58 
2
  Edy Susanto, Aturan Hukum Prinsip Kehati-Htian Bank, 

http://www.gresnews.com/berita/tips/101532-aturan-hukum-prinsip-kehati-hatian-bank-/ diakse 

pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 16.44 WIB 
3
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 101. 

http://www.gresnews.com/berita/tips/101532-aturan-hukum-prinsip-kehati-hatian-bank-/
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(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur 

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

 

Ini berarti selain bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bank juga harus 

menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

yang sehat. Bank juga harus memperhatikan itikad dari debiturnya dan juga 

melihat kesanggupan dari kreditur atau peminjam dana. Misalkan dilihat dari segi 

pekerjaan atau usaha yang dimiliki kreditur. Perlu diperhatikan jumlah pendapatan 

atas pekerjaan atau usaha dari debitur tersebut dapat debitur gunakan untuk 

melunaskan pinjaman dana yang telah diberikan oleh bank. Bank juga dapat 

melakukan analisa mengenai aset yang dimiliki oleh debitur untuk mengantisipasi 

jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi, aset tersebut nilainya cukup untuk 

menggantikan dana yang telah diberikan oleh bank. Bank juga harus 

memperhatikan jaminan-jaminan apa yang dapat diberikan oleh kreditur. Ini 

merupakan faktor-fator penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk 

menghindari terjadinya resiko tersebut. 

 Jaminan dalam bentuk barang disebut juga dengan agunan. Pengertian 

agunan dalam perbankan menurut Widiyono adalah benda bergerak ataupun 

benda tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur yang berguna untuk 

menjamin apabila terjadi kondisi dimana fasilitas kredit tidak bisa dibayar 
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kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan.
4
 Di dalam ketentuan Pasal 1 butir 23 

UU Perbankan menyatakan bahwa: “Agunan adalah jaminan tambahan yang 

diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit 

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Ini berarti bahwa agunan 

merupakan upaya pencegahan atau mengurangi dampak kerugian bank jika terjadi 

wanprestasi atas ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. 

 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan 

KUH Perdata) sudah diatur mengenai wanprestasi. Seperti yang ada dalam pasal 

Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatakan segala kebendaan si berutang, baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 

akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya 

perseorangan. Pasal tersebut mengatur mengenai jaminan seseorang jika terjadi 

wanprestasi secara umum. Dalam pasal 1132 KUH Perdata lebih lanjut dijelaskan 

kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing 

kecuali apabila di antara para debitur itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan. Kedua pasal ini mengatur mengenai kepastian hukum jaminan atas 

dana yang dipinjamkan oleh kreditur. Agunan merupakan salah satu alasan yang 

sah untuk kreditur memiliki hak didahulukan. Agunan merupakan jaminan khusus 

agar bank sebagai kreditur mendapatkan hak-hak didahulukan atas jaminan yang 

                                                           
4
SeputarPengetahuan, Pengertian Agunan, Tujuan, Jenis dan Asasnya (Pembahasan Lengkap), 

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-agunan-tujuan-jenis-jenis-asas-

asas.html , diakses pada  tanggal 23 Februari 2019 Pukul 11.25 WIB 
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terbagi diantara banyak kreditur. Ini merupakan realisasi atas prinsip kehati-hatian 

bank. Jaminan  kebendaan atau agunan juga merupakan jaminan yang paling 

dominan dan dianggap paling strategis dalam perjanjian kredit. Jaminan 

kebendaan yang paling banyak dimintakan oleh bank adalah jaminan berupa 

tanah, dikarenakan tanah merupakan jaminan yang lebih mudah untuk dieksekusi 

dan secara ekonomi juga memliki prospek yang cukup menguntungkan.  

 Jaminan kebendaan berupa tanah disebut juga Hak Tanggungan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan 

UUHT), dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Hak Tanggungan. Yang 

dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah : 

 “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 

 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

 Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

 yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang 

 tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 

 tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.“ 

Dengan adanya UUHT dapat memberikan kepastian kepada pihak bank mengenai 

jaminan dalam memberikan penyaluran dana kepada masyarakat.
5
 

 Mengenai jika terjadinya wanprestasi atas perjanjian kredit, pemegang hak 

tanggungan yaitu kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek hak 

tanggungan tersebut. Eksekusi yang dapat dilakukan adalah menjual objek hak 

tanggungan tersebut atau melelang objek hak tanggungan melalui pelelangan 

umum. Seperti yang disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) UUHT yang menyatakan 

                                                           
5
 H. Salim HS, Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2007), hal. 95 
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bahwa apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak 

Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, atau titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 

Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 

 Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang Hak 

Tanggungan berhak menjual atau melelang objek hak tanggungan yang telah 

dijaminkan selama tidak bertentangan dengan UUHT maupun peraturan menteri 

keuangan terkait prosedur pelelangan.  

 Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai jika pemberi hak 

tanggungan adalah perseorangan atau badan hukum yang diduga tidak memiliki 

kapasitas atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas hal tersebut 

setelah dieksekusinya Hak Tanggungan. Dikarenakan dalam pasal 8 ayat (1) 

UUHT disebutkan bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan 

atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dalam prakteknya 

dijumpai ada pihak yang menganggap bahwa si pemberi hak tanggungan tidak 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut seperti dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2007. Dalam putusan tersebut, pada tingkat 

pertama ada seorang bernama Hj. Idatul Ifa selaku penggugat yang menggugat 

beberapa pihak yaitu Zainul Arifin (tergugat I), Direktur Utama PT. Bank 
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Danamon Indonesia Tbk (tergugat II), Pemerintah Republik Indonesia Cq 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan 

Negara Cq. Kantor Wilayah X DJKN Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya (tergugat III), H. Soelikin (tergugat IV), 

dan Kantor Pertanahan Kab. Gresik (Tergugat V). Sengketa yang terjadi dalam 

kasus tersebut adalah bahwa penggugat yakni Hj. Idatul Ifa adalah mantan istri 

dari tergugat I yaitu Zainul Arifin dan sebelum mereka menikah, dikatakan bahwa 

mereka tidak melakukan perjanjian pisah harta. KUHPerdata pasal 119, 

menyebutkan pengertian harta bersama adalah bahwa “sejak saat dilangsungkan 

perkawinan ,maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami 

istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam 

perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,selama perkawinan berlangsung, tidak 

boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”. 

 Kemudian pada masa pernikahannya, dalam gugatan dikatakan pasangan suami 

istri tersebut mendapatkan sebuah rumah dimana Hj. Idatul Ifa selaku penggugat 

menyatakan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama. Beberapa lama 

kemudian, Hj. Idatul Ifa dengan Zainul Arifin melakukan perceraian. Setelah 

perceraian, mengenai harta bersama belum dilakukan pembagian harta bersama. 

Tanah dan rumah tersebut terdaftar dengan nama Zainul Arifin. Kemudian Zainul 

Arifin melakukan pinjaman kredit dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 

selaku Tergugat II dengan menjaminkan Hak Tanggungan berupa tanah dan 

rumah tersebut. Dikarenakan Zainul Arifin gagal untuk melakukan prestasinya 

atas pinjaman kredit tersebut, maka tanah yang telah dijaminkannya dieksekusi 
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oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan dilelang melalui Pemerintah 

Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat 

Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah X DJKN Cq. Kepala Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. Kemudian objek 

lelang dibeli oleh H. Soelikin. Karena Hj. Idatul Ifa tidak terima dengan hal 

tersebut dengan dalil bahwa saat pemberian Hak Tanggungan seharusnya 

Hj.Idatul Ifa ikut dilibatkan dan harus mendapat persetujuannya untuk dapat 

menjaminkan tanah dan bangunan tersebut dalam perjanjian kredit antara Zainul 

Arifin dengan Bank Danamon. Karena menurut Hj. Idatul Ifa tanah tersebut 

merupakan harta bersama dan ia pun menggugat hal tersebut ke Pengadilan. 

Dalam Pengadilan Tingkat Pertama, Hj. Idatul Ifa memenangkan perkara tersebut 

dan akhirnya akta pemberian hak tanggungan pun dibatalkan beserta risalah 

lelangnya. Kemudian dikarenakan para tergugat tidak terima terhadap Putusan 

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan kemudian para tergugat mengajukan 

permohonan banding ke Pengadilan Tinggi. Dimana Putusan Pengadilan Tinggi 

tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Begitu juga dengan 

Putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Banding tersebut. Dengan adanya 

permasalahan seperti yang tertera diatas, tentu menimbulkan kerugian dan 

ketidakpastian bagi para pihak terutama pihak pembeli lelang. Dilihat dari hasil 

putusan akhir tersebut, hak-hak pembeli lelang juga patut diperhatikan dan diberi 

perlindungan hukum. Inilah yang menjadi keresahan serta rasa penasaran penulis 

mengenai bentuk perlindungan hukum seperti apakah yang berhak didapatkan 

oleh pembeli lelang atas permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik 
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untuk meneliti masalah tersebut dalam tesis berjudul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI PEMBELI LELANG DALAM EKSEKUSI HAK 

TANGGUNGAN OLEH PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk (STUDI 

PUTUSAN  NOMOR 222 K/PDT/2017).“ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang sudah dituliskan penulis diatas, dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah. Diantaranya adalah : 

1. Bagaimana eksekusi lelang hak tanggungan oleh PT Bank Danamon Indonesia 

Tbk atas sebidang tanah yang dibebani hak tanggungan oleh Zainul Arifin selaku 

pemberi hak tanggungan yang wanprestasi ditinjau dari UUHT dan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli lelang dalam eksekusi hak 

tanggungan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (studi Putusan nomor 222 

K/Pdt/2017)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui eksekusi lelang hak tanggungan oleh PT Bank Danamon 

Indonesia Tbk atas sebidang tanah yang dibebani hak tanggungan oleh Zainul 

Arifin selaku pemberi hak tanggungan yang wanprestasi ditinjau dari UUHT dan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010. 
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2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli lelang dalam eksekusi 

hak tanggungan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (studi Putusan nomor 222 

K/Pdt/2017). 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan pembahasan terhadap penilitian atau tinjauan 

yang diajukan akan memberikan  tambahan pengetahuan dalam bidang 

hukum agraria terutama pada hal kepastian hukum serta perlindungan 

hukum bagi pembeli lelang dalam eksekusi hak tanggungan oleh PT Bank 

Danamon Indonesia Tbk dalam putusan nomor 222 K/Pdt/2017. Serta 

memberikan masukan tentang betapa penting kepastian hukum serta 

perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang sah jika dibatalkannya 

risalah lelang tersebut dan mengenai hak dan kewajiban masing-masing 

pihak terkait agar tidak terjadi keresahan atau permasalahan baru pada 

waktu yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

masukan, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan 

akedemisi dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai objek hak 
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tanggunan serta kendala-kendala atau permasalahan yang ada serta 

bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Demi mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan untuk 

memberi gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan 

aturan penelitian hukum, maka penulis akan memuat uraian dan penjelasan secara 

singkat dan sistematis mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini dari bab 

pertama hingga bab terakhir. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk ke dalam 

pokok permasalahan yang akan dibahas melalui lima bagian yang 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Isi dari bab tinjauan pustaka akan terbagi menjadi landasan teori 

meliputi perjanjian kredit, jaminan umum dan jaminan khusus, 

Hak Tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996, lelang 

menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016, 

teori perlindungan hukum, notaris dan PPAT dan landasan 

konseptual yang menjelaskan teori secara umum dan menyeluruh 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak Tanggungan 

menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian ini penulis akan menjelaskan 

mengenai jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan 

data, pendekatan penelitian, sifat analisis, serta hambatan dan 

penanggulangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini penulis akan 

menjelaskan secara rinci mengenai eksekusi hak tanggungan oleh 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk atas sebidang tanah yang 

dibebani hak tanggungan oleh Zainul Arifin selaku pemberi Hak 

Tanggungan yang wanprestasi berdasarkan Putusan nomor 222 

K/Pdt/2017 dilihat dari segi jaminan pada UU Perbankan, 

KUHPerdata, UU Pertanahan dan UUHT, Peraturan Menteri 

Keuangan. Penulis juga akan menjelaskan mengenai perlindungan 

hukum bagi pembeli lelang khsusnya pada eksekusi hak 

tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia 

Tbk berdasarkan Putusan nomor 222 K/Pdt/2017. Selain itu 

penulis juga akan menjabarkan hasil analisis perlindungan hukum 

bagi pembeli lelang tesebut dan hubungannya akibat adanya 

permasalahan seperti yang terdapat dalam putusan MA tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan 

saran, penulis akan menyimpulkan isi dan hasil dari bab-bab 
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sebelumnya secara keseluruhan dan penulis juga akan 

memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian penulis.  
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